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SALINAN 

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG 

NOMOR 700/Kep.524 – Inspektorat/2018 

TENTANG 

SATUAN TUGAS  

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG 

 

WALIKOTA BANDUNG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 

Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 944 Tahun 2010 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung, Pembentukan, 

Susunan dan Uraian Tugas Satuan Tugas 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur 

lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota; 

b. bahwa Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan       

dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 

700/Kep.947-Inspektorat/2010, namun dengan 

ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, 

Keputusan Wali Kota ini perlu disesuikan 

untuk kemudian ditetapkan kembali; 

c. bahwa ... 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Wali Kota tentang 

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara; 

3. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; 

7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 944 

Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kota Bandung; 

 

Memperhatikan .... 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bphn.go.id/data/documents/99uu028.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu005.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu023.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/15uu009.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu030.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/08pp060.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perda%2008%20Tahun%202016%20SOTK%20rev.Orpad.Prov.%20-%20final.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perda%2008%20Tahun%202016%20SOTK%20rev.Orpad.Prov.%20-%20final.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/peRWal_944_2010.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/peRWal_944_2010.pdf
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Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan 

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  

KESATU : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota 

Bandung. 

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. membuat jadwal dan program kerja pelaksanaan 

kegiatan Satuan TugasSistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (Satgas SPIP); 

b. mengusulkan Perangkat Daerah dan/atau Unit 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 

Bandung yang akan ditunjuk sebagai model 

percontohan (Pilot Project) pemetaan (Diagnostic 

Assesment) Satuan Tugas Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (Satgas SPIP) untuk 

mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh 

penanggungjawab Satuan Tugas Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di 

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 

 

 

c. melakukan ... 
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c. melakukan pemetaan (Diagnostic Assesment) 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah      

Kota Bandung, dengan tujuan untuk memperoleh 

gambaran kondisi penyelenggaraan SPIP yang 

meliputi pemahaman, kondisi infrastruktur dan 

penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 

d. menyusun laporan hasil pemetaan (Diagnostic 

Assesment) beserta saran dan masukan untuk 

perbaikan penerapan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota 

Bandung berdasarkan hasil pemetaan (Diagnostic 

Assesment); 

e. menyusun rekomendasi pengembangan 

infrastruktur yang dibutuhkan untuk efektifitas 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota 

Bandung; 

f. merumuskan petunjuk pelaksanaan 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota 

Bandung; 

g. membantu Wali Kota Bandung dalam 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) pada Perangkat DaerahdanUnit 

Perangkat Daerahdi Lingkungan PemerintahKota 

Bandung; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah dan 

Unit Perangkat Daerahdi Lingkungan Pemerintah 

Kota Bandung; 

 

 

i. melaksanakan ... 
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i. melaksanakan pendampingan bagi  Perangkat 

Daerah dan Unit Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung dalam sosialisasi 

dan/atau bimbingan teknis yang dilaksanakan 

oleh Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) selaku Pembina 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP); 

j. melakukan monitoring terhadap implementasi 

infrastuktur penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) pada setiap Perangkat 

DaerahdanUnit Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung; dan 

k. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas 

secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila 

diminta kepada Wali Kota Bandung melalui 

Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku 

Penanggungjawab Satuan Tugas Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP). 

KETIGA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Satuan Tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, 

tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. 

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Bandung. 

KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 700/Kep.947-

Inspektorat/2010 tentang Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di LingkunganPemerintah Kota Bandung, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

KEENAM ... 
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KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkandi Bandung 

Pada tanggal 28 Maret 2018 

Pjs. WALIKOTA BANDUNG, 

                                                                                                  ttd 

          MUHAMAD SOLIHIN 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 
 

 

 
 

H. BAMBANG SUHARI, SH 
NIP. 19650715 198603 1 027 

 

 

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 

1. Gubernur Jawa Barat; 
2. Wakil Wali Kota Bandung; 

3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung; 

5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung; 
6. Inspektur Kota Bandung; 
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 

8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 

10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung; 
11. Para Camat se-Kota Bandung; 

12. Lurah se-Kota Bandung. 
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LAMPIRAN  : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG 

  NOMOR : 700/Kep.524 – Inspektorat/2018 

  TANGGAL : 28 Maret 2018 

 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN 

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG 

 

Pembina : Wali Kota Bandung. 

Pengarah : Wakil Wali Kota Bandung. 

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung. 

Ketua : Inspektur Kota Bandung. 

Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada 

Sekretariat Daerah Kota Bandung. 

Sekretaris  : Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kota Bandung. 

Anggota 

 

: 1. Sekretaris Inspektorat Kota Bandung; 

2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan 

Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; 

3. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kota Bandung; 

4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset              

Kota Bandung; 

5. Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah              

Kota Bandung; 

6. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung; 

7. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung; 

8. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Bandung; 

9. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung; 

10. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, 

Pertanahan dan Pertamanan; 

11. Sekretaris Dinas Sosial dan Penanggulangan 

Kemiskinan Kota Bandung; 

12. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penaggulangan 

Bencana Kota Bandung; 

13. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 

14. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Bandung; 

15. Sekretaris Kecamatan Cinambo Kota Bandung. 
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Kesekretariatan : 1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada 

Sekretariat Inspektorat Kota Bandung; 

2. Kepala Sub Bagian Data Informasi, Evaluasi dan 

Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Kota Bandung; 

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada 

Sekretariat Inspektorat Kota Bandung; 

4. Drs. Riki Fachdiar Iskandar, M.Si (Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 

Madya); 

5. Dra. Woerli Detti Lianawati, M.Si (Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 

Madya); 

6. Dra. Susan Suprihati, MM (Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Daerah Madya); 

7. Drs. Osman Rahman (Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Daerah Madya); 

8. Yus Herlianty Yazid, SE (Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Daerah Madya); 

9. Lilis Yulia, SH (Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah Madya); 

10. Drs. H.Safari (Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah Madya); 

11. Riawati Prihatini, S.Psi.,MP (Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 

Madya); 

12. Ida Nurdiana, SE.,M.Si (Auditor Muda); 

13. Masda Ginting, S.Sos (Auditor Muda); 

14. Anselmus Sinabariba, SE.,MM (Auditor Muda); 

15. Hari Hilman, SE.,MM (Auditor Muda); 

16. Melani, SE (Auditor Muda); 

17. Eddin Rusbandi,S.Pd (Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Daerah Muda); 

18. Naning Heryani, SE.,Ak (Auditor Pertama); 

19. Drs. Rudi Ruhadi (Auditor Muda); 

20. Eva Muldiana, SH, M.AP; 

21. Aty Atipah, S.IP; 

22. Rubby Setiawan, S.Kom; 

23. Sukma Yoga Santana, SH; 

24. Dede Saefudin, ST; 
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25. Hj.Intan Aprilani Akbar, SE; 

26. Fitrianti Purnamasarie, SE; 

27. Silvia Dewi Nansyah, SE.AK; 

28. Handika Prasditia, SE.,AK; 

29. Basuki Rachmat, A.Md. 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA 

BANDUNG, 

 

 

H. BAMBANG SUHARI, SH 

NIP. 19650715 198603 1 027 

 

 

 

Pjs. WALI KOTA BANDUNG, 

                      ttd 

MUHAMAD SOLIHIN 

 


